
4. Peraturan .

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
PembentukanDaerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik IndonesiaNomor5049}j

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nornor 9
Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(LernbaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungulan Pajak
Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kola Palembang dan
sejalan dengan dinamika pembangunan di Kota Palcmbang
yang semakin pesat dan dapat menunjang peningkatan
pcndapatan daerah, pcrlu melakukan perubahan ternadap
Pcraturan Walikota PalembangNomor 15 Tahun 2014 tentang
Klasifikasi, BesaranTarif dan KetetapanMinimal Pajak Burni
dan BangunanPerkotaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruI a. perlu menetapkan Pcraturan Walikota
Palembang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Palembang Nomor 15 Tabun 2014 tentang Klasifikasi,
Besaran Tarif dan Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan
BangunanPerkotaan;
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9. KcLct.apan .

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Kcpala Badan adalah Kepala Badan Pengclolaan Pajak

Daerah Kota Palembang.
4. Nilai JuaJ Objek Pajak yang selanjumya disingkat NJOP

adalah harga rata-rata yang dipcroleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar dan bilarnana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang scjcnis atau nilai perolchan
baru atau NJOP pengganti.

5. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
pcrairan pcdalaman serta laut wilayah dalam Kota
Palembang.

6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam ~tau
diJetakkan secara tetap pada tanah danj atau perairan
dalam Kota Palembang.

7. K1asifikasi adalah pengelompokan nilai rata-rata atas
permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan yang
digunakan sebagai pcdoman untuk memudankan
perhitungan tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang tcrutang,

8. Tarif Pajak adalah besaran perhitungan pajak yang
bertujuan untuk mencapai keadilan dalarn pcmungutan.

Pasal I

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Pcraturan Walikota Palembang
Nomor 15 Tahun 2014 tentang lGasilikasi, Besaran TariI dan
Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Pcrkotaan [Berita
Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 15) diubah dcngan
ketentuan scbagai berikut:

1. Ketcntuan Pasal 1 angka 3 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALlKOTA TENTANG PERUBAllAN ATAS
PERATURANWALIKOTAPALEMBANGNOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG KLASll"lKASI, BESARAN TARIF DAN KETETAPAN
MINIMALPAJAKBUMIDANBANGUNANPERKOTAAN

4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Pcnetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tarnbahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nornor 5179);

5. Pcraturan Daerah Kota Palernbang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Burni dan Dangunan Perkotaan (Lcmbaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);

6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembenrukan, Susunan Organisasi Pcrangkat Daerah
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palernbang Tahun
2016 Nomor6);



.HAROBINMASTOFA
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANC TAHUN 2017 NOMOR

Diundangkan di PaJembang
pada tanggal to ~ t ~ 2017
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,

~

HARNOJOYO

WALIKOT PALEMBANG,

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal to .jA\\W'" ~017

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan.

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalarn Berita
Daerah Kota Palernbang.

Pasalll

Pasal2

Klasifikasi dan besaran Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan sebagai berikut:
a. Untuk NJOP bumi dan/atau bangunan sebagai dasar

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
Rp 25.000,' (dua puJuh lima ribu rupiah) sampai dengan
Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Utrif Pajak Bumi
dan Bangunan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,125% (nol
koma seratus dua puluh lima persen); dan

b. Untuk NJOP bumi danj atau bangunan sebagai dasar
pengenaan Pajak Bumi dan 8angunan Perkotaan diatas
Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tarif Pajak Burni
dan Bangunan Perkotaan ditetapkan scbesar 0,300% (.1101
koma tiga ratus persen),

2. Ketentuan Pasal 2 huruf b diubah sehingga Pasal 2 berbunyi
scbagai berikut:

9. Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan adalah nilai
jual objek pajak lebih kecil dari nilai jual objek pajak tidak
kena pajak.




